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ABSTRAK

am Gustiadi (2025): Kinerja Aparatur Pemerintahan Kelurahan Dalam

Pelayanan Publik Berdasarkan Undang — Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Daerah DiKelurahan Peranap
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari
instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa.
Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah
dalam melakukan kemudahan pada masyrakat dalam menggunakan hak
dan kewajibannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian
hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta
meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan
masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data
sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi,
wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data
menggunakan metode analisa kualitatif yaitu analisis yang menggunakan
uraian kalimat, berdasarkan peraturan perundang- undangan, pandangan
pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat
menarik sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kinerja Aparatur
Pemerintahan Kelurahan Peranap yang berlandaskan Undang — Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah di
Kelurahan Peranap dalam pelayanan publik belum berjalan dengan baik,
karena kurang disiplinnya pegawai, dan kurang memadai sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh kantor kelurahan peranap.

Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Kelurahan, Pelayanan Publik.
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Skripsi yang berjudul: Kinerja Aparatur Pemerintahan Kelurahan
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena terlihatnya
kinerja dengan tingkat pencapaian hasil, maka dapat diketahui hasil
pekerjaan yang beorientasi dengan tugas dan wewenang yang diberikan
dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja sutu organisasi yang
telah dilaksenakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus
disesuaikan pula dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan
sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Artinya Kinerja
atau Perfomance merupakan tingkat pencapaian hasil. Kelurahan sebagai
organisasi pemerintahan yang terdepan dan paling dekat dengan kebutuhan
maupun hubungannya dengan masyarakat, yang menjadi tombak
keberhasilan pembangunan. Kelurahan akan terlibat langsung dalam
perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dengan
demikian kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk
diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak
yang berkompeten untuk ditindak lanjuti.*

Layanan Publik dapat didefinisikan sebagai penyediaan layanan
atau bisa disebut dengan melayani keperluan masyarakat yang memiliki
kkepentingan dalam organisasi sesuai dengan aturan dan prosedur yang
ditetapkan. Pelayanan Publik merupakan kegiatan seseorang atau

sekelompok

) jrieAg uejng jo AJISIdATU) dTUWR][S] 3}e)§
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vernance Jurnal penelitian Sosial dan Politik Volume 3 No.2, h. 1.
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orang yang disertai faktor-faktor dasar dari sistem, prosedur dan metode
tertentu untuk memenuhi hak kepentingan orang lain. Tujuan pelayanan
publik antara lain mempersiapkan layanan publik sesuai kehendak atau
kebutuhan publik, dan menyatakan pilihan dan cara akses yang disediakan
oleh pemerintah kepada publik dengan tepat.> Menurut Undang-Undang
No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan
publik sebagai berikut: Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Secara normatif, undang-undang ini berisi aturan prinsip
tata pemerintahan yang baik, menurut keektifan fungsional dari fungsi itu
sendiri. Layanan publik yang efektif oleh pemerintah atau koordinasi dapat
meningkatkan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, memperkuat
demokrasi dan hak asasi manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan
perlindungan lingkungan, menjadi bijak dalam penggunaan sumber daya
alam, memperdalam kepercayaan dalam pemerintahan dan administrasi

publik.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi
ramai diperbincangkan karena pelayanan publik merupakan salah satu

variabel yang menjadi ukuran keberhasilan otonomi daerah. Apabila

nery wisedy jifedg uej[ng jo AJISIIATU) JTUTRS] }B}S

rja

2 Hutayanan, John Fresly. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan
Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Yogyakarta: CV Budi
Utama, 20191, h.1.
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pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi baik
atau berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan
berhasil. Di samping sudah menjadi keharusan bagi pemerintah pusat
sampai pada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas berbagai
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.® Pelayanan publik menjadi
tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata karena masyarakat
dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan dengan kualitas
pelayanan yang diterima, selain itu, kualitas layanan adalah kepentingan
banyak orang dan dapat langsung dirasakan dari semua kalangan
masyarakat. Konsep kualitas menjadi ukuran keberhasilan organisasi
bukan saja pada organisasi bisnis, tetapi juga pada organisasi atau institusi
pemerintah sebagai lembaga penyedia pelayanan publik. Pemerintah
dituntut untuk senantiasa melakukan survei mengenai keinginan dan
penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Terlebih,

kualitas merupakan bahasan penting dalam penyelenggaraan Pelayanan.*

Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh seberapa baik sikap dan
perilaku penyelenggara negara atau instansi pemerintah dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat serta tingkat

kepuasan masyarakat yang ditandai dengan membaiknya kesejahteraan

neny wisey jrrekg uejng jo A}JISIaATU) dDTUIR]S] 3}B1S

% Sellang, Kamaruddin dkk. Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya. CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

* Sancoko, B. Pengaruh Remunasi Terhadap Kualitas pelayanan Publik, Vol.1 No.3,
(2010): h.1-3
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masyarakat dari waktu ke waktu.® Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan
publik diharapkan dapat memperbaiki citra pemerintah alam pandangan
masyarakat karena dengan kualitas pelayanan publik yan semakin baik,
kepuasan dan kepercayaan masyarakat dapat dibangun dan pemerintah

dapat meningkatkan legitimasi yang kuat di mata publik.®

Berdasarkan amanat pasal 18 Undang-undang Dasar Nomor 9
Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah mengatakan bahwa
penyelenggara pemerintahan daerah meprioritaskan pelaksanaan urusan
pemerintahan adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu
berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.” Hal tersebut didukung
oleh kinerja aparat yang baik sehingga berdampak pada kualitas pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka memberikan kualitas
pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah, Pemerintah membuat
Keputusan ~ Menteri  Pendayagunaan  Aparat Negara  Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan sesuai

ketentuan Perundang-undangan.?
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> Ratna Sari Dewi “Proyeksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 20207,

O?'_ABUDSMAN, https://ombudsman.qgo.id/artikel/r/artikel--proyeksi-peningkatan-kualitas-

2020, Diakses pada tanggal 10 Januari 2024
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® Mukarom Zaenal, dan Muhibudin Wijaya Laksana. Manajemen Kinerja Pelayanan
Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2016.

’ Undang-Undang Dasar Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

® Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003


https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik-
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik-
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Namun kebijakan ini tidak akan bisa dicapai secara maksimal
apabila aparatur pemerintah tidak bekerja secara optimal, oleh karena itu,
kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan harus meningkatkan
kualitas pelayanan harus diimbangkan dengan upaya optimalisasi kinerja
aparatur dan melakukannya secara konsisten dengan memperhatikan

segala kebutuhan dan harapan masyarakat.’

Terciptanya kualitas pelayanan tentunya akan menciptakan
kepuasan terhadap pengguna pelayanan sebagai salah satu wujud dari
implementasi kebijakan otonomi daerah maka indeks kepuasan pelayanan
salah satu strategi untuk mengatasi adanya masalah dalam usaha
meningkatkan Kinerja aparatur publik. Untuk itu diperlukan perhatian
khusus dan mendalam terhadap pelayanan yang diberikan. Apakah
pemerintah daerah telah memberikan kepuasan pelanggan atau

sebaliknya.™®

Tuntutan publik untuk layanan publik yang berkualitas
membutuhkan perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan. Tingggi
tingkat keluhan dari masyarakat pengguna layanan menunjukkan bahwa

sebagai organisasi publik pemerintah belum sepenuhnya mampu
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Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

° Fahmi Rezha, dkk Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan
Masyarakat (Studi tentang Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-
Kota Depok), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.5,(2016) Hal. 981

19 Shaleh, dkk , ( Makasar: 2018). Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. :

Timur
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menciptakan sistem layanan yang dapat diterima. Hal ini diyakini
berpengaruh dalam mengurangi kepercayaan publik terhadap organisasi
publik. Tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi publik di
Indonesia mulai turun. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagian besar
organisasi publik masih ada fungsi regulasi yang lebih dominan dari pada
fungsi layanan yang berkesinambungan. Hal tersebut diduga karena
Kinerja organisasi/instansi peerintahan rendah. Oleh karena itu, pokok inti
masalahnya adalah kinerja organisasi pemerintah yang rendah dalam

memberikan layanan kepada publik.**

Kinerja yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintahan kelurahan
menurut UU No. 32 tahun 2004 ialah pelaksanaan kegiatan pemerintahan
kelurahan, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum. Kelurahan peranap merupakan salah satu Instansi yang ada di
Kecamatan peranap Kabupaten Indragiri hulu Instansi ini memiliki
wewenang dan tanggung jawab dalam Pelayanan Publik. Didalam pasal
18 Undang-undang Dasar Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan pelayanan
yang berkualitas diperlukan Kkinerja aparat yang maksimal dalam
memberikan pelayanan. Namun, berdasarkan Observasi lapangan atau
ruang lingkup kelurahan peranap calon peneliti melihat dan mencermati

yang ada di Kantor Kelurahan peranap ditemukan kendala kinerja dalam

nery wrigey jife

' Hutahayan, dkk. “Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja
Pelayanan Publik” Cv Budi Utama ( Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), 2019,
22.
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pemberian pelayanan kepada masyarakat terutama pada standar
pelayanannya vyaitu kurangnya kejelasan waktu penyelesaian dalam
pemberian layanan dan keterlambatan pegawai serta proses yang berbelit-
belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan
yang diberikan tidak mencapai standar pelayanan yang baik. Masyarakat
yang berhasil saya temui atas Nama Ricky aditya salah satu masyarakat
menyatakan bahwa beliau telah menerima pelayanan pada pelayanan
administrasi, pengurusan Surat Keterangan surat izin tinggal
sementara,Tidak Mampu menunggu lama, aparat kelurahan datang
terlambat atau pulang lebih awal dari waktu yang ditentukan, hal ini
terlihat ketika datang ke kantor kelurahan namun pemberi pelayanan
belum datang atau sudah tidak ada di tempat dan tentu tidak sesuai dengan
peraturan Bupati Indragiri hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kode Etik
dan prilaku ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
Berdasrkan hal tersebut disampaikan bahwa jam masuk, istirahat dan
pulang kantor : Hari Senin dan Kamis masuk pada jam 07.30 WIB,
istirahat jam 12.00 — 12.30 WIB, dan pulang jam 16.00 WIB. Hari Selasa
dan Rabu masuk pada jam 08.00 WIB, istirahat pada jam 12.00 — 12.30
WIB, pulang jam 16.00 WIB. Hari jumat masuk jam 08.00 WIB, istirahat
11.30 — 13.00 WIB, dan pulang pada jam 16.00 WIB. Hal tersebut
berdampak pada Kkinerja aparat dalam memberikan pelayanan dan

kepercayaan masyarakat akan ikut berkurang dalam pemberian pelayanan.
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Berdasarkan hal tersebut, maka calon peneliti tertarik mengadakan
penelitian dengan judul: “ KINERJA APARATUR PEMERINTAH
KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN
2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KELURAHAN
PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI

HULU «

. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan dan
mengingat ruang lingkup yang cukup luas, Penulis berpendapat bahwa
masalah penelitian yang diangkat harus dibatasi. Hal ini dilakukan agar
penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, dan mendalam. Oleh
sebab itu, penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan efektivitas
tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan Kantor Kelurahan
Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasakan
Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan

Undang-Undang Dasar Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah pelitian maka

pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :
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1. Bagaimana Kinerja aparatur Pemerintahan daalam Pelayanan Publik
pada pembuatan surat izin tinggal sementara di lingkungan Kelurahan
Peranap.

2. Apa saja menjadi faktor penghambat dalam Kinerja Aparatur
Pemerintah dalam Pelayanan Publik di kelurahan Peranap Kecamatan
Peranap Kabupaeten Indragiri Hulu.

D. Tujuan Penelitia
Untuk mengetahui Kinerja aparatur Pemerintahan dalam Pelayanan

Publik pada pembuatan surat izin tinggal sementara di lingkungan

Kelurahan Peranap. Dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi

penghambat dalam Pelayanan Publik pada pembuatan surat izin tinggal

sementara di lingkunan Kelurahan Peranap.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian mengenai kinerja aparatur pemerintahan dalam
pelayanan public di kantor Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap

Kabupaten Indragiri hulu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dapat digunakan sebagai alat kontribusi dan nilai tamah dalam

pengembangan disiplin ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya

mengenai Kinerja Dalam Pelayanan Publik di Instansi Pemerintahan.
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena terlihatnya kinerja
dengan tingkat pencapaian hasil, maka dapat diketahui hasil pekerjaan
yang beorientasi dengan tugas dan wewenang yang diberikan dilaksanakan
secara nyata dan maksimal. Kinerja sutu organisasi yang telah
dilaksenakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus disesuaikan
pula dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai
landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Artinya Kinerja atau
Perfomance merupakan tingkat pencapaian hasil.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang terdepan dan paling
dekat dengan kebutuhan maupun hubungannya dengan masyarakat, yang
menjadi tombak keberhasilan pembangunan. Kelurahan akan terlibat
langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta
pelayanan. Dengan demikian kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi
masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan
tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti.*?

Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara
dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana

dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sianipar,

nery wigeyy jrie
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2 Edi Darmawi, S.Sos., M.Si “Analisi kinerja Aparatur Pemerintah dalam Persepektif
governece ”, Jurnal penelitian Sosial dan Politik, Volume 3 No.2, (2014), h. 1.
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mengatakan bahwa pelayanan adalah cara melayani,membantu
menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok orang.
Melayani adalah meladeni/membantu menguruskeperluan atau kebutuhan
seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau
penyerahannya. Dapat kita ketahui Bersama bahwa, pengertian dari
kelurahan merupakan gabungan dari beberapa Rukun Warga yang
membentuk suatu daerah territorial Bersama demi melancarkan
perekonomian maupun hubungan antarmasyarakat sendiri. Kelurahan
adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota di
bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas
pemerintahan  lainnya  sesuai  ketentuan  perundangan  yang
berlaku.Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.
Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasil
guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat
perkembangan dan kemajuan.®

Secara Etimologis kata kinerja dapat disamakan artinya dengan kata
performance yang berasal dari bahasa inggris. Performance atau kinerja
pada umumnya diberikan batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam

melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya

nery wrsey jrie
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3 Roswita Siki, “Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam pelayanan Adminitrasi”, Jurnal
Politik. Vol 1 No 1. (2014): h.12-20
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Menurut Prawirosentono performance adalah hasil kerja yang dapat
dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi,
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam
upaya mencapai tujuan dan sesuai denganmoral atau etika. Bernadin dan
Russel seperti kutipan oleh Ruky mendefinisikan performance sebagai
catatan tentang hasil-hasil yang diperolen dan fungsi-fungsi pekerjaan
tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud
dengan Kinerja, performance atau prestasi kerja adalah penampilan kerja
maupun hasil yang dicapai oleh seorang baik barang/produk maupun
berupa jasa yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian atas diri
karyawan atau organisasi kerja yang bersangkutan yang mencerminkan
pengetahuan karyawan tentang pekerjaannya itu. Semakin tinggi kualitas
dan kuantitas hasil kerjanya maka semakin tinggi pula kinerjanya.

Kinerja pada hakikatnya adalah bentuk perwujudan kerja seseorang
pada suatu unit organisasi di mana dia bekerja. Agar tidak terjadi
perbedaan dalam pemberian definisi kinerja, maka diajukan beberapa
definisi kinerja oleh beberapa ahli. Hidayat menyatakan hasil kerja yang
dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun
waktu tertentu, akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efesien,
apabila:

1. Keluaran (output) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang

berupa fisik atau pun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat.
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2. Hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena
pemberian layanan yakni segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek
langsung).

3. Kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang
mengaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian
di atas, maka mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per
unit keluaran, dan memberikan informasi tentang keluaran di tingkat
tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukkan efesiensi relatif
Kinerja atau performance, merupakan prestasi yang dicapai oleh
seorang karyawan tersebut dapat menggunakn segenap kemampuan
pengetahuan, bagi tenaga kerja atau karyawan yang berbasis
kompetensi, kinerjanya diukur berdasarkan kemampuan, skill, dan
attitude-nya pada setiap saat melaksanakan tugasnya. Kemampuan
ditinjau dan penguasaan teori dan kemampuan praktis, misalnya lancar
berbahasa asing, mampu mengoperasikan komputer dan lain
sebagainya.'*

Suwarto mengemukakan bahwa kemampuan kerja seseorang
sangat ditentukan sekali oleh pendidikan dan pelatihan yang diperoleh,
serta pengalaman terlibat dalam pekerjaannya. Menurutnya, pendidikan
pada dasarnya akan menghasilkan pengetahuan, pelatihan akan
menghasilkan keterampilan, sedangkan pengalaman akan menghasilkan
ketangkasan dalam bekerja. Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan
bahwa dengan adanya pelatihan, pendidikan, dan pengalaman pihak
instansi pegawai bekerja akan menerima sebuah laporan dari unit-unit
bidang manajemen yang ada tentang perkembangan kerja dari para
pegawai yang diberikan penilaian. Dimana, pendidikan dan pelatihan
akan meningkatkan pengetahuan akan bidang pekerjaan yang

dilaksanakan, sedangkan pengalaman akan meningkatkan wawasan para
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¥ Fauzi, dkk. Manajemen Kinerja. Surabaya: Airlangga University Press. 2020.
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pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.*®

B. Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah
di Indonesia setelah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah
kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh
seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan
merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda
dengan desa, kelurahan memiliki hak yang lebih terbatas dalam mengatur

wilayahnya.

Kelurahan merupakan perangkat daerah kabutan/kota yang
berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud
dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
bupati/walikota melalui camat. Lurah sebagaimana diangkat oleh

bupati/wali kota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan, mengartikan kelurahan sebagai wilayah kerja lurah sebagai
perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Dapat
dikatakan bahwa daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
Dapat dikatakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai

peangkat daerah kabupaten/kota di wilayah kerja kecamatan.

nery wideyy jrie

1> Suwarto “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai ” Jurnal Ilmiah Ekonomi
Bisnis.VVol 2 No 1, (2016): h. 1-12.
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Kelurahan merupakan perangkat daerah kabutan/kota yang
berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud
dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
bupati/walikota melalui camat. Lurah sebagaimana diangkat oleh

bupati/wali kota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
kelurahan menegaskan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang
berada di wilayah kerjanya. Maka, semua kewenangan dan tugas yang
akan dilakukan harus berdasarkan kordinasikan dengan organisasi
vertikal diatasnya, yaitu tugas dari bupati/walikota melalui camat.*®

Adapun fungsi-fungsi dalam penyelengaran Kelurahan yaitu:

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan

b. pelaksanaan program dan kegiatan peberdayaan masyarakat

c. penyelenggaraan pelayanan maasyarakat di wilayah kelurahan

d. penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah

e. pelaksanaan pemeliharaan prasana dan fasilitasi peningkatan
pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan.

f. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan
pebangunan dan kemasyarakatan

g. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong
royong masyarakat

h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakat dan swadaya gotong royong
masyarakat.

18k
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urahan”, Jurnal cita Hukum, Vol. 1 No.1 (2013): h.12

16



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.*’

C. Konsep Pelayanan Publik

Kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai
landasan awal bagi terwujudnya peningkatan dalam memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan secara umum dapat
menjadi suatu nilai timbulnya sebuah rasa kepercayaan dalam pola
hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah
berkewajiban harus memberikan jaminan pelayanan yang berkaitan
dengan proses kegiatan pelayanan publik agar setiap masyarakat dapat
memperoleh mutu pelayanan yang maksimal sehingga dapat timbulnya
rasa kenyamanan bagi masyarakat dalam proses kepengurusan
administrasi.

Pelayanan publik juga termasuk dalam unsur penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu berkaitan dengan
keterbukaan dan pertanggung jawaban aparatur pemerintah dalam hal
memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat
sehingga pemerintah seharusnya menjalankan fungsi-fungsinya dalam
memberikan pelayanan publik secara maksimal sesuai prinsip-prinsip
good governance. Berkaitan dengan pemerintahan maka fungsi pemerintah
yakni menjalankan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, oleh

sebab itu pemerintah dalam fungsinya tidak terlepas dari harus adanya

nery wisey] JII4AG uejng jo A}JISIdATU() DTUIR]S] d3}e1§

' Daniel Filterianto Robial, “Peran Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan

Kepemerintahan yang baik” Jurnal IImu Politik.\Vol 12. No.1 (2015) : h.1-9
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kualitas pelayanan publik yang harus diberikan dan juga dituntut untuk

selalu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara

maksima

18
l.

Pratiwi menemukan bahwa sepuluh dimensi yang ada dapat

dirangkum menjadi 5 dimensi pokok menentukan kualitas pelayanan.

Kelima dimensi tersebut yaitu :

Bukti Langsung (tangibles), adalah bukti konkret kemampuan suatu
organisasi untuk menampilkan yang terbaik bagi penerima
pelayanan. Baik dari fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan
sarana komunikasi.

Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan
pelayanan sesuai dengan harapan terkait kecepatan, ketepatan waktu,
tidak ada kesalahan, sikap simpatik dan lain sebagainya

Daya tanggap (responsive), yaitu memberikan pelayanan yang cepat
atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan
mudah di mengerti.

Jaminan (assurance), yaitu jaminan dan kepastian yang diperoleh
dari sikap sopan santun pegawai, komunikasi yang baik, dan
pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa
percaya penerima pelayanan.

Empati, yaitu memberikan perhatian tulus dan bersikap pribadi
kepada penerima pelayanan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
keingin penerima pelagh yanan secara akurat dan spesifik.*°
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Ujung Padang Kota Makasar”, Volume 3, Nomor 4,(2022) h. 1089-1090.

19 pratiwi. Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan dalam Pembuatan
Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Vol 3 No 1,
(2017): h.2-7
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D. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut John Whitmore Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi
yang dituntut dari seseorang, “kinerja adalah suatuper buatan,
suatuprestasi, suatu pameran umumketrampikan”. Kinerja adalah
gambaran mengenai  tingkat  pencapaian pelaksana  suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi
dan visi organisasi yang tertuang dalam erumusan perencanaan strategis
(strategic planning) suatu organisasi.

Kinerja adalah penilaian terhadap hasil kinerja dengan standar
kinerja yang diharapkan dengan meluputi kualitas, kuantitas waktu dan
tingkat manfaat (efektif) menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai
karyawan. Kinerja adalah kumpulan aktifitas kerja yang maju dan
mendorong setiap individu untuk mengaktualisasikanaktifitasnya secara
optimal untuk menghasilakan kerja optimal, dan menjadi standar penilaian
bagi pimpinan.”

Menurut Mahmudi dalam Sellang, Kamaruddin mengemukakan
bahwa kinerja merupakan suatu konstruk multimensional yang mencakup
banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi
Kinerja adalah :

a. Personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill),

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki
oleh setiap individu.

nery wigey jriedg uejng jo AJISIaATUN dTWIR]S] 333G

0 Fadli Sandewa, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai diKabupaten

ggai Kepulauan”, Jurnal limiah Clean Government Vol. 1, No. 1, Desember (2017), h. 98-99.
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Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan,
semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team
leader.

Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan
oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,
kekompakan dan keeratan anggota tim.

Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur
yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja
dalam organisasi.

Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan
lingkungan eksternal dan internal.

Mangkunegara dalam Sellang, Kamaruddin mengemukakan

bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kerja adalah faktor

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation);

a.

Faktor kemampuan; secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai
terdiri dari kemampuan; kemampuan potensi dan kemampuan reality.
Artinya pegawai memiliki pendidikan yang memadai untuk jabatannya
dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan
lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu,
pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan
keahliannya.

Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang
pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi ini merupakan
kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai
tujuan organisasi (tujuan kerja).

Karakteristik pekerja, menyangkut bagaimana perbedaan diantara
individu dalam suatu lingkungan Kkerj terpengaruhi terhadap proses
pencapaian tujuan organisasi.?

>
nery wisey jiye
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Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Jurnal IImiah Skylandsea Volume, 1 No. 1,(2018)

145.

20



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

E. Penelitian Terdahulu

1. Jukriadi, (2013), Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.%

Masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana kinerja Badan
Pemusyawaratan Desa di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar dan apa faktor-faktor penghambat Badan
Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan kinerjanya. Kemudian
jenis penelitian ini ialah penelitian sosiologis dengan menggunakan
alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan angket. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa Kkinerja Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Padang Sawah, Dari enam kewenangan yang
dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa yang terlaksana hanya dua
kewenangan saja yaitu mengusulkan dan pengangkatan kepala desa
dan membentuk panitia pemilihan kepala desa sementara empat
kewenangan lainya belum terlaksana, yaitu Membahas rancangan
peraturan desa bersama kepala desa, Melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa,
Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan

aspirasi masyarakat, dan Menyusun tata tertib BPD.
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22 Jukriadi, Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di DESA Padang
Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan
P@erintah Nomor 72 Tahun 2005, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, 2013).

I
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2. Ratna Dewi, (2017) Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan

Pelayanan Publik Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis.?®

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja pegawai dalam
pelaksanaan pelayanan publik dan faktor penghambat kinerja pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, Dari
penelitian ini diperoleh bahwa kinerja pegawai dalam pelaksanaan
pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis di kategorikan kurang baik. Hal ini terlihat dari
SKP cukup baik terdiri dari kualitas dan biaya sedangkan kuantitas dan
waktu kurang baik. Dalam Perilaku Kerja dikategorikan kurang baik.
Terlihat dari integritas, komitmen, disiplin kerjasama sedangkan
orientasi pelayanan dan kepemimpinan baik.
Fajar Ahmad, (2019), Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Studi di Kantor Camat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar).*

Latar belakang masalah dari penelitian ini adanya keluhan dari
masyarakat terhadap Pelayanan Publik di kantor Camat Kecamatan
Bangkinang terkait pelayanan administrasi yang masih lamban dan

berbelit-belit. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
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2% Ratna Dewi, Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, (Skripsi: Universitas Islam
Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

24 Fajar Ahmad, Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang — Undang Nomor
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
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Tentang Pelayanan Publik, mengingikan Asas-asas pelayannan Publik
semestinya transparansi, keterbukaan, mudah dan cepat serta tidak
mempersulit masyarakat. Dari hasil penelitian ini Menggambarkan
bahwa Pelayanan Publik berkenaan dengan pelayanan adminstrasi di
Kantor Camat Kecamatan Bangkinang dalam pelaksanaannya meliputi
managemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur
pelayanan, persyaratan teknis dan administratif pelayanan, rincian
biaya pelayanan, waktu pelayanan, dan informasi pelayanan. Adapun
yang menjadi faktor penghambat dalam kinerja pegawai kantor Camat
terhadap pelayanan publik kurangnya perhatian terkait kualitas layanan
pegawai kepada masyarakat, dan tidaknya transparansi. Khususnya di
kantor camat kecamatan Bangkinang, yaitu minimnya alat
perlengkapan, dan ketidak disiplinnya sebagian pegawai dalam
menjalankan tugas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan
administrasi di kantor camat kecamatan bangkinang belum optimal,
masih ada kendala-kendala yang belum teratasi oleh pegawai kantor
camat kecamatan Bangkinang, serta adanya faktor ketidak dispilinnya

pegawai dalam menjalankan tugas dan minimnya alat perlengkapan.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penulis akan
melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan.
Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui serta menganalisa sudah
sejauh mana peraturan hukum dan perundang-undangan berjalan secara
efektif di lapangan.?® Penelitian hukum empiris disebut sebagai penelitian
yang mengkaji hukum dalam realitas dan kenyataan dalam masyarakat di
lapangan dan data yang digunakan adalah data primer.

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang
Kinerja aparatur pemerintah kelurahan dalam pelayanan Publik Kelurahan
Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.Teknik
Pengumpulan data dalam Penelitian ini, menggunakan teknik
pengumpulan data melalui tahapan mulai dari observasi, kepustakaan,

wawancara dan Dokumentasi.

. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaannya penelitian ini akan disusun secara
efektifitas menggunakan pendekatan sosiologis dengan membandingkan
data studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini dimaksudkan
untuk mengetahui sejauh mana Pelayanan Publik di Kelurahan Peranap

Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lokasi penelitian.

18p
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% Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

onesia, 1990, h. 52.
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C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ditemukan maka, lokasi penelitian
yang dipilih oleh penulis adalah Kantor Kelurahan Peranap Kecamatan
Peranap Kabupaten Indragri Hulu. Karena berdasarkan Undang-undang
No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dan Undang-Undang Dasar
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan Publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan

oleh penyelenggara pelayanan publik.

. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini nantinya akan didapatkan dari data di
lapangan melalui wawanara dengan pihak narasumber yang berkaitan
dengan penelitian seperti panitia penyelenggara pemilihan kepala pekon
serta juga melalui pengolahan data kepustakaan. Sedangkan jenis data
terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil studi dan penelitian
di lapangan. Data primer akan didapatkan dari wawancara dengan pihak
yang terkait seperti kepala lurah, sekretaris, seksi pemerintahan umum,
kasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, kasi ketentraman dan

ketertiban umum.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian

kepustakaan, data sekunder didapat melalui cara mempelajari dan

mengkaji literature-literatur dan perundang-undangan. Data sekunder yang

akan menghasilkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder

inilah yang akan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder terdiri dari buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan

media cetak serta elektronik. Sedangkan bahan hukum primer adalah data

yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan

perundang-undangan, peraturan dasar norma dan kaidah dasar bahan

hukum yang tidak dikodifikasikan. Dalam penelitian kali ini, bahan

hukum primer yang digunakan adalah; .

a.

Pasall8 Undang-Undang Dasar Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003

peraturan Bupati Indragiri hulu Nomor 8 Tahun 2017

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik
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2. Bahan Hukum Skunder Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan
yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti
literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berkaitan
dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang
bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus dan lain

sebagainya.

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

E. Populasi dan Sample

1. Pengertian populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, itu adalah
sumber informasi penulis. Populasi dapat berupa kelompok orang,
benda (hidup atau mati), kejadian, kasus, waktu atau tempat yang
memiliki karakteristik yang sama.”®
2. Pengertian Sample

Bagian dari populasi adalah sample, kalimat ini memiliki dua
makna: pertama, setiap unit populasi harus memiliki peluang untuk

dianggap sebagai unit sample; kedua, sample dianggap sebagai

Ag uej[ng jo A}ISIdATU) DTWR][S] 3}L}§

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

=
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populasi dalam bentuk miniatur, yang berarti ukuran sample harus

cukup untuk menggambarkan populasinya.?’

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri
spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala—
gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi
proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan
menjadi participant observation dan non participant observation.
2. wawancara
Mengemukakan bahwa, wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

TABEL I11.1
No Informan Keterangan
1. Putra Indra, S.AP Kepala Lurah
2. Fatmawati, S.K.M Sekretaris
3. Gusti Warni, S.Gz Seksi Pemerintahan Umum

neny wisey JifeAg uejng jo A}JISIaATU) DTWIR]S] 3}B1S

27 Elddy Roflin dkk, Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran, (Jawa
Tengah:PT.Nasya Elxpanding Menagement, 2021), h.11.
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4, Rahendra Putra, S.K.M

Kasi Pemberdayaan dan

Pembangunan Masyarakat.

5. Ricky Aditya

Masyarakat

Jumlah Informan

5 (Orang)

3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan studi yang berkaitan dengan kajian
teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian, selain itu

studi kepustakaan sangat penting dalam melaksanakan penelitian, hal

ini dikarenakan penelitian tidak lepas dari literatur —literatur ilmiah.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data dari penelitian
kepustakaan dan lapangan, kemudian diklasifikasikan dalam susunan yang
sesuai, untuk menemukan informasi tentang kinerja aparutur kelurahan
peranap. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan dan data yang terkumpul dalam penelitian,
baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan
metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif menganalisis apa yang
dikatakan informan secara tertulis dan lisan dengan mempertimbangkan

data yang ada dan membuat kesimpulan tentang hal-hal yang khusus dan

umum.?®
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%8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia

Press,1984), h. 252.
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H. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara

menyeluruh dalam penelitian ini, maka proposal penelitian ini dibagi
menjadi 5 bab, dan tiap - tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang
disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Sistematika penelitian ini
sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana berlangsungnya
Kinerja aparatur kelurahan peranap khususnya tentang pelayanan publik

kepada masyarkat di lingkungan Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap.

BAB Il METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian,

lokasi  dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan

data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari
bagaimana pelaksanaan Kinerja aparatur pemerintahan kelurahan dalam
pelayanan publik berdasarkan undang — undang republik Indonesia Nomor 9
ahun Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah Di kelurahan peranap

kecamatan peranap kabupaten Indragiri hulu.

30
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UIN SUSKA RIAU

Dalam bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian secara ringkas yang
31

dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dari hasil Observasi serta wawancara yang peneliti lakukan dapat
disimpulkan Kinerja Aparat dalam meningkatkan Pelayanan Publik
yang ada di Kantor Kelurahan Peranap dapat dikatakan Cukup baik
dan harus lebih ditingkatkan lagi, dari hasil Observasi yang peneliti
lakukan bahwa bisa dikatakan ada beberapa Aparat yang peneliti
amati memang sudah memiliki tingkat Kinerja yang baik. Namun
adapun beberapa Aparat yangpeneliti amati bisa dikatakan belum

memiliki tingkat Kinerja yang baik.

2. [IFaktor penghambat Kinerja Aparatur dalam meningkatkan pelayanan
publik di Kantor Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap yaitu kurang
displinnya aparatur pada saat masuk kantor, kurangnya perhatian
terhadap kualitas layanan, kurangnya pelatihan dan pengembangan
terhadap Kkinerja aparatur, dan kurang memadainya sarana dan
prasarana yang dimiliki di Kantor Kelurahan Peranap Kecamatan

Peranap.
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B. Saran

1. Lurah Peranap sebaiknya menambahkann sarana dan prasarana seperti

Komputer guna mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat
dan Kipas angin diruang pelayanan untuk pengguna layanan agar
masyarakat yang melakukan pelayanan pun merasa nyaman tidak
kepanasan kalau sedang menunggu. Selain itu, perlu adanya
penambahan lemari box untuk menyimpan kertas kertas yang terlihat
berantakan di atas meja ruang pelayanan agar terlihat bersih dan rapi
sehingga pengguna layanan lebih merasa nyaman dengan penambahan

sarana dan prasarana tersebut.

Lurah Peranap sebaiknya mengawasi aparatur yang ada di Kelurahan
agar tidak meninggalkan kantor pada saat jam kerja, masuk kerja dan
pulang kerja tepat waktu, sehingga tidak menghambat proses
pelayanan yang ada di Kelurahan Peranap. Perlu adanya kerja sama
antara pemerintah daerah dengan pihak Kelurahan, sehingga apa yang
dikerjakan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah

ditentukan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik.
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1.

o

S

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Adapun beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh informan yaitu

sebagai berikut:

Bagaimana Kinerja aparatur Pemerintahan daalam Pelayanan Publik pada
pembuatan surat izin tinggal sementara di lingkungan Kelurahan Peranap?
Apa saja menjadi faktor penghambat dalam Kinerja Aparatur Pemerintah
dalam Pelayanan Publik  di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap
Kabupaeten Indragiri Hulu?

[JApa saja dasar hukum kelurahan untuk mengeluarkan surat domisili atau
tinggal sementara?

Apakah ada faktor penghambat dalam evaluasi kinerja lurah dalam
memberikan pelayanan pengurusan surat tinggal sementara kepada
masyarakat?

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kantor lurah untuk meningkatkan
kualitas pelayanan pengurusan surat tinggal sementara?

Setelah saudara melakukan pembuataan surat izin tinggal sementara
bagaimana proses pelayanan yang di berikan oleh instansi kelurahan

peranap?
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